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ABSTRAK 

 

Syakira Anathaya Nabila (2024): Pelaksanaan Proses Persidangan 

Elektronik Bagi Pihak yang Berperkara 

Tahun 2022 di Pengadilan Agama 

Pekanbaru Berdasarkan PERMA No. 7 

Tahun 2022 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan teknologi yang 

mengakibatkan terjadinya digitalisasi di bidang peradilan. Salah satu kemudahan 

yang diberikan akibat adanya digitalisasi di bidang peradilan adalah 

dilaksanakannya proses persidangan secara elektronik sehingga para pihak yang 

berperkara tidak perlu hadir di pengadilan secara langsung untuk melaksanakan 

persidangan. Adapun yang menjadi landasan hukum dilaksanakannya digitalisasi 

di bidang peradilan ini adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik sebagai salah satu upaya mewujudkan asas peradilan 

yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : Apakah pelaksanaan proses e-litigasi di Pengadilan Agama 

Pekanbaru bagi pihak yang berperkara sudah efektif? Bagaimana tinjauan hukum 

islam terhadap efektivitas proses persidangan elektronik di Pengadilan Agama 

Pekanbaru bagi pihak yang berperkara berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022 ? 

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yaitu peninjauan 

langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data. Penelitian ini 

dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA. Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah  sebanyak 2435 jumlah perkara yang 

didaftarkan secara e-court di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2022. Jumlah 

sampel yang diambil sebanyak 37 perkara yang diproses  melalui persidangan 

elektronik (e-litigasi). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pelaksanaan proses persidangan secara elektronik di 

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA pada umumnya sudah efektif yaitu 

mencapai presesentase angka 80%. Ditinjau dari hukum Islam persidangan 

elektronik boleh dilakukan karena membawa banyak kemaslahatan. 

 

Kata Kunci : E-litigasi,E-Court, Hukum Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pembaharuan dalam 

bidang teknologi. Sehingga saat ini dunia sedang memasuki era digital 

dimana segala sesuatu dapat dilakukan serba cepat, kapan pun, dan dimana 

pun. Dampak dari perkembangan teknologi dapat kita rasakan dalam 

semua aspek kehidupan khususnya dalam bidang hukum acara peradilan 

agama. 

Saat ini proses berperkara di pengadilan agama bagi para pencari 

keadilan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini 

disebabkan karena adanya inovasi teknologi pada bidang pelayanan publik 

yang dapat memudahkan para pihak yang berperkara untuk menjalankan 

serangkaian proses dari pendaftaran hingga persidangan sampai 

pengambilan produk pengadilan yang dapat dilakukan secara online. 

Dengan adanya inovasi teknologi ini tentunya dapat meminimalisir 

kesalahan dan mengoptimalkan pelayanan publik. 

Transformasi digital yang dilakukan oleh pengadilan agama ini 

merupakan suatu bentuk modernisasi dari penyelenggaraan proses 

peradilan. Terlebih lagi, sejak terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 

2019 yang pada saat itu diterapkan social distancing untuk meminialisir 

kontak fisik dalam rangka menghentikan penyebaran virus COVID-19. 

Mahkamah Agung semakin mengukuhkan proses modernisasi 
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penyelengaaraan peradilan ini dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik yang kemudian diperbarui dengan diterbitkannya 

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara 

Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu, Mahkamah 

Agung juga mengembangkan suatu aplikasi bernama E-Court yang telah 

digagaskan sejak tahun 2018. E-Court merupakan suatu aplikasi peradilan 

secara elektronik mulai dari proses pendataran perkara secara online, 

persidangan secara elektronik (e-litigasi), proses pemeriksaan bukti, saksi, 

pembacaan putusan, dll secara online. 

Konsep pelayanan di pengadilan agama yang kita kenal selama ini 

menggunakan sistem meja yang dimulai dengan meja I yang mempunyai 

tugas pokok menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan 

eksekusi, dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet). Petugas meja II 

mencatat perkara pada register induk perkara, gugatan atau permohonan, 

sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM. Petugas meja 

III bertugas menyerahkan salinan putusan/penetapan pengadilan kepada 

pihak yang berkepentingan, menerima memori/kontra memori banding dan 

kasasi, serta jawaban/ tanggapan peninjauan kembali, dan lain-lain. Di 

samping itu petugas meja III juga bertugas menyusun, menjahit, serta 

mempersiapkan berkas banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK), 

menerima berkas perkara yang telah diminutasi hari itu dan menyerahkan 
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pada meja II untuk dicatat di dalam register induk perkara, menyimpan 

arsip berkas perkara berjalan, dan menyiapkan serta memproses 

permohonan eksekusi.
1
 

Namun proses pelayanan tersebut  mulai berubah dengan adanya 

proses modernisasi peradian khususnya pada ruang lingkup pengadilan 

agama. Yang mana saat ini, pengadilan agama telah menerapkan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Lingkungan Peradilan Agama 

melayani secara terintegrasi 6 (enam) jenis layanan, yakni: 
2
 

1. Pojok e-Court; 

2. Permohonan informasi; 

3. Pendaftaran perkara; 

4. Pembayaran biaya; 

5. Penyerahan produk pengadilan; dan 

6. Pengajuan keluhan/pengaduan. 

Dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang 

diterapkan di Pengadilan Agama semakin mempermudah proses peradilan 

bagi para pihak yang berperkara, khususnya bagi para pihak yang ingin 

mendaftarkan perkaranya. Saat ini, bagi para pihak yang ingin 

mendaftarkan perkaranya pada pengadilan agama terlebih dahulu harus 

mengkakses aplikasi bernama e-court. Yang mana untuk mengakses 

                                                             
1
 Manan dan Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian 

Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (2007),  h. 28-29 
2
 Pasal 16 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK VIII/2019 

Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 
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aplikasi ini dibutuhkan suatu akun, sehingga pihak yang berperkara wajib 

mendaftar dan mempunyai akun e-court. Pendaftaran akun e-court ini 

dilakukan setelah memenuhi berabagai persyaratan. 

 Persyaratan bagi advokat untuk dapat menjadi pengguna terdaftar 

adalah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keanggotaan advokat, 

dan berita acara sumpah sebagai advokat oleh Pengadilan Tinggi. Adapun 

persyaratan bagi pengguna lainnya untuk menggunakan layanan 

administrasi perkara secara elektronik adalah: 
3
 

1. Kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan/atau surat 

tugas dari kementerian/lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili 

kemenerian/lembaga dan badan usaha; 

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor dan identitas lainnya untuk 

perorangan; dan 

3. Penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karena 

hubungan keluarga calon pengguna terdaftar dan pengguna lain 

melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan. 

4. Kartu tanda penduduk, kartu keanggotaan kurator atau pengurus yang 

berlaku, sertifikat tanda lulus ujian kurator atau pengurus, surat bukti 

pendaftaran kurator atau pengurus yang berlaku, bagi pihak curator 

                                                             
3
 Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara 

Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1039 
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Bagi advokat yang ingin aktivasi akunnya sebagai pengguna 

terdaftar, dapat menempuh langkah sebagai berikut: 
4
 

1. Mengakses aplikasi e-Court dengan menggunakan Peramban (web 

browser) melalui piranti computer, tablet, ataupun ponsel pintar; 

2. Melakukan registrasi dengan mengisikan nama lengkap, alamat e-Mail, 

dan kata kunci (password) yang diinginkan; 

3. Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar, sekaligus 

persetujuan sebagai domisili elektronik; 

4. Melakukan login ke aplikasi e-Court; dan 

5. Melengkapi data advokat 

Adapun bagi pengguna lain yang mendaftar sebagai pengguna 

layanan proses peradilan dengan melalui aplikasi e-Court dapat 

menggunakan layanan PTSP melalui pojok e-Court dengan memenuhi 

persyaratan yang telah disebutkan diatas.   

Setelah melakukan aktivasi akun, pihak berperkara dapat 

mendaftarkan perkaranya secara online melalui aplikasi e-court (e-filing) 

dengan mengupload beberapa berkas dan menginput data yang dibutuhkan 

seperti memilih pengadilan berdasarkan domisili terdekat, menginput data 

pihak yang berperkara, mengupload surat gugatan / permohonan secara 

online, mendapatkan nomor pendaftaran secara online, mendapatkan 

                                                             
4
 Muhammad Syarifuddin, Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal 

Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19, (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 

h. 138-139 
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taksiran jumlah biaya perkara melalui Surat Keterangan Untuk Membayar 

(SKUM), setelah itu pihak yang berperkara dapat membayar jumlah biaya 

perkara (Panjar Perkara) melalui transfer bank (e-payment) 

Setelah semua prosedur telah dilakukan, barulah pihak pengadilan 

agama melalui panitera muda gugatan / permohonan mengkonfirmasi 

pendaftaran setelah pihak yang berperkara membayar biaya panjar perkara 

dengan mengeluarkan nomor perkara pada aplikasi e-court. Selanjutnya, 

para pihak berperkara dapat menunggu panggilan sidang secara elektronik 

melalui e-mail yang ditelah didaftarkan pada akun e-court (e-summons). 

Untuk mencapai tahap pelaksanaan persidangan secara elektronik 

(e-litigasi) pihak yang berperkara perlu melewati serangkaian proses 

pendaftaran yang dilakukan secara online. Persidangan secara elektronik 

(e-litigasi) baru dapat dilakukan apabila mediasi tidak tercapai antara 

kedua pihak.
5
 Nantinya proses persidangan secara elektronik (e-litigasi) 

dilakukan secara virtual teleconference melaui aplikasi zoom. 

Konsep persidangan secara elektronik telah dikembangkan setelah 

melalui berbagai tahapan. Sebelum kemunculan e-Court dan e-Litigasi, 

inovasi besar dalam pelayanan pengadilan, khususnya terkait dengan 

pemanfaatan IT, sebenarnya telah dimulai pada beberapa tahun 

sebelumnya. Berawal pada tahun 2007, ditandai dengan keluarnya SK 

Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 28 

                                                             
5
 Pasal 20 ayat (2) PERMA No.7 Tahun 2022 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 1039 
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Agustus 2007 dan kemudian diperbarui dengan SK KMA No. 1-

144/KMA/SK/1/2011 Tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan 

Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 
6
 

Ketika itu telah digagas pemanfaatan teknologi informasi di 

lingkungan Peradilan Agama, antara lain dalam kegiatan sehari-hari, 

pengolahan data hingga pada sistem informasi manajemen. Kemudian 

dilanjutkan dengan pembuatan Sistem Informasi Administrasi Perkara 

Peradilan Agama (SIADPA) dan Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMPEG), dan pembuatan situs www.badilag.net. Pada 

perkembangan selanjutnya, tepatnya pada tahun 2014 juga dikembangkan 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh pengadilan 

kemudian menyusul sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

Barulah kemudian disusul dengan kemunculan e-court dan e-litigasi. 

Setelah kemunculan e-court, secara implentasi proses persidangan secara 

elektronik pun dimulai. Secara lebih lanjut implementasi proses 

persidangan secara elektronik (e-litigasi) dapat dilihat melalui bagan 

berikut : 

                                                             
6
 Asni, Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer, (Makassar: Deepublish, 2021), h. 

82-83 

http://www.badilag.net/
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Bagan implementasi konsep e-litigasi di pengadilan 
7
 

Pematangan konsep e-litigasi ini dilakukan secara bertahap dengan 

tujuan penyempurnaan sistem e-court maupun e-litigasi setelah melalui 

observasi dan uji coba dari waktu ke waktu. Terbukti, sejak 

dilaksanakannya sistem e-court dan e-litigasi  proses berperkara di 

pengadilan menjadi lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Selain itu, 

dengan adanya perkembangan transformasi digital pada sistem peradilan di 

pengadilan agama juga membuat para pihak yang berperkara dapat 

memantau perkembangan perkaranya secara virtual, yaitu cukup dengan 

mengakses website  Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Nantinya 

melalui website tersebut, cukup dengan memasukkan nama pihak yang 
                                                             

7
 M. Hatta Ali, E-Litigasi Persidangan Secara Elektronik Hemat Biaya, Waktu, Dan 

Energi, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), h. 7 

Maret 2018 

• Menerbitkan PERMA 
No.3 Tahun 2018 dan 
membangun aplikasi 
e-Court 

Juli 2018 

• Launching dan 
uji coba aplikasi 
e-Court  

Januari 2019 

• Aktivasi e-Court 
diseluruh 
pengadilan (PN, 
PA, dan PTUN) 

Agustus 2019 

• Menerbitkan PERMA 
No.3 Tahun 2018 dan 
membangun aplikasi e-
Court 

September 2019 

• Uji coba e-litigasi 
di pengadilan-
pengadilan tertentu 

2020 

• Penerapan e-
litigasi di seluruh 
pengadilan 

2022 

• Penyempurnaan 
aplikasi e-court dan 
penambahan fitur 
upaya hukum 
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berperkara ataupun nomor perkara pihak yang berperkara dapat 

mengetahui perkembangan perkaranya, mulai dari status perkara, jadwal 

sidang, majelis hakim dan panitera, lamanya proses peradilan, dll. 

Badan Peradilan Agama melalui surat edaran telah mengamanatkan 

bagi setiap satuan kerja agar membentuk command center ataupun media 

center. Masing-masing satuan kerja telah difasilitasi dengan peralatan 

pendukung, sehingga terjadinya interkoneksi antara satu sama lain satuan 

kerja dengan Badan Peradilan Agama. Perangkat yang dibutuhkan dalam 

menunjang eksistensi command centre dan media centre telah dipenuhi, 

seperti microphone dengan USB sound card eksternal, active speaker, 

personal computer ataupun laptop, proyektor atau TV LED, webcam 

dengan kualitas 720p atau 1080p, tripod, kabel VGA ataupun HDMI serta 

kabel mikro USB.
8
 

Dengan adanya kebijakan terpadunya komunikasi serta 

pengawasan melalui video conference, maka semakin memudahkan atasan 

serta satuan kerja untuk saling berkordinasi. Selain itu juga dengan adanya 

media centre dapat memudahkan pelaksanaan e-litigasi yang memerlukan 

pemeriksaan langsung kepada pihak ataupun saksi yang bersangkutan 

dalam jangkauan luar daerah. Selain itu juga dengan adanya command 

centre Badan Peradilan Agama ataupun Pengadilan Tinggi Agama 

memiliki fungsi sebagai berikut: peng- awasan serta pengaturan 

                                                             
8
 Syaiful Amin, Problematika Hukum Keluarga Islam Mewujudkan Akses Keadilan Di 

Indonesia Timur, (Malang: Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans), 2021, h. 128 
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operasional aplikasi terpadu seperti SIPP, e-court, website maupun sikep. 

Selain itu juga sebagai pusat pembinaan secara daring, dan konsultasi 

manajerial. 

Transformasi digital dan upaya modernisasi di pengadilan dengan 

memanfaatkan perkembagan teknologi tentunya akan mendatangkan 

banyak kemudahan bagi para pihak yang berperkara maupun bagi para 

petugas di pengadilan agama. Hal ini tentunya sejalan dengan syari‟at 

islam selalu memberikan kemudahan bagi manusia bahkan Allah SWT 

sendiri tidak menghendaki adanya kesukaran sehingga tidak ada hukum 

islam yang tidak bisa dilaksanakan diluar kehendak / kemampuan umat 

manusia yang memang bersifat lemah. Sebagaimana yang terdapat dalam 

Q.S al-Baqarah : 185
9
 

                           

                         

                            

                   

      

  

                                                             
9
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: PT  Syamil Cipta 

Media, 2006), h. 28 
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Artinya: 

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-

Qur‟an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan 

mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). 

Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau 

bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam 

perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak 

hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 

kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu 

mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya 

yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur”  

Selain itu, modernisasi sistem peradilan juga dapat membantu 

meminimalisir kesalahan karena seluruh informasi perkara sudah terformat 

rapi dalam suatu sistem sehingga membuat proses peradilan lebih efektif 

dan efisien. Namun, dari sekian banyaknya kemudahan yang diberikan, 

muncul  masalah baru yang ditimbulkan akibat adanya transformasi digital 

di bidang peradilan ini. Masalah yang paling utama adalah banyak dari 

pihak yang berperkara yang kurang melek teknologi / dengan kata lain 

gagap teknologi. Sehingga mereka merasa kesulitan untuk beradaptasi 

dengan transformasi sistem peradilan digital di pengadilan agama. 

Khususnya bagi para pihak yang sudah memasuki usia lanjut yang tidak 

terlalu paham dengan teknologi. Bahkan, beberapa dari para pihak yang 

berperkara tidak memiliki penunjang untuk mengakses teknologi, seperti 

tidak memiliki perangkat elektronik (gadget) untuk mengakses internet, 

tidak memiliki kuota internet, atau tidak mempunyai akun e-mail. 

Munculnya permasalahan tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi 

malas untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama, karena mereka 

menilai bahwa prosedur untuk mendaftarkan perceraian di Pengadilan 
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Agama sangat ruwet bagi mereka yang tidak dapat beradaptasi dengan 

teknologi. Padahal sebaliknya, justru dengan adanya sistem elektronik 

dapat memudahkan layanan bagi para pihak berperkara sehingga lebih 

efektif dan efisien. 

Maka berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang muncul 

tersebut, penulis tertarik mengangkatnya kedalam suatu penelitian karya 

ilmiah yang berjudul: “Pelaksanaan Proses Persidangan Elektronik Bagi 

Pihak Yang Berperkara Pada Tahun 2022 Di Pengadilan Agama 

Pekanbaru Berdasarkan PERMA NO. 7 Tahun 2022” 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memfokuskan penelitian agar tepat sasaran dan relevan dengan topik 

permasalahan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 

Pelaksanaan Proses Persidangan Elektronik Bagi Pihak yang Berperkara 

(Perkara Cerai Talak) Pada Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Pekanbaru 

Berdasarkan PERMA NO. 7 Tahun 2022” 

C. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini, agar 

sesuai dengan latar belakang topik permasalahan yaitu: 

1. Apakah pelaksanaan proses e-litigasi perkara cerai talak di Pengadilan 

Agama Pekanbaru bagi pihak yang berperkara sudah efektif ? 
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2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaa proses 

persidangan elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru bagi pihak 

yang berperkara berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022 ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan proses e-litigasi perkara 

cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru bagi masyarakat  

b. Menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan e-litigasi 

di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan PERMA No. 7 

Tahun 2022 

2. Manfaat Penelitian 

a. Menambah wawasan bagi para pembaca dan penulis 

b. Sebagai referensi kajian bagi penelitian berikutnya 

c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana 

hukum (S1) pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN SUSKA Riau 
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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis  

1) Efektivitas  

a. Pengertian Efektivitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas 

berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, 

kesannya). Selain itu efektif berarti dapat membawa hasil; berhasil guna 

(tentang usaha, tindakan).
10

 

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat / 

peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau 

dengan kata lain dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan / metode 

(cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Peter Ducker 

efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing the right 

things)
11

 

Konsep efektivitas menitikberatkan pada suatu usaha besar yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai 

sesuai dengan yang di harapkan. Efektivitas dapat tercapai yaitu dengan 

                                                             
10

 Pengertian Efektif, diakses dari : https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif, pada 24 

Maret pukul 12.00 
11

 T. Hani Handoko, Manajemen Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 2017), h. 7 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif
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usaha yang telah di rencanakan sebelumnya sehingga dapat tercapai 

dengan baik.
12

 

 

b. Konsep efektivitas dalam pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama 

Pekanbaru bagi pihak yang berperkara 

Adapun yang dimaksud dengan konsep efektivitas dalam 

pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah untuk 

mengukur kadar keberhasilan dari pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan 

Agama Pekanbaru khususnya bagi pihak yang berperkara. Apakah 

pelaksanaan e-litigasi bagi pihak yang berperkara sudah dilaksanakan 

secara maksimal dan apakah tujuan dari program tersebut sudah berhasil 

tercapai. 

Sebagaimana yang kita ketahui saat ini, dengan adanya 

transformasi digital sehingga terjadi perubahan dalam proses pelayanan 

publik dan sistem pemerintahan secara elektronik apalagi setelah 

dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 

2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang isinya 

adalah menerapkan proses pelayanan publik secara elektronik bagi seluruh 

instansi sehingga masyarakat dapat mengakses informasi melalui website 

                                                             
12

 Verto Septiandika dan Risza Ulfia Wahyun, Efektivitas Penerapan Portal Emas Dalam 

Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Online Di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo, 

dalam : Jurnal Ilmiah Ilmu  Administrasi Negara Volume 9 Nomor 1, (2022), h. 104 
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dan mendapatkan pelayanan publik secara online tanpa perlu repot datang 

ke instansi yang bersangkutan sehingga lebih efisien.
13

  

Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan 

kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, 

Mahkamah Agung RI berupaya untuk menjawab 3 (tiga) persoalan utama 

yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, 

yakni keterlambatan (delay), keterjangkauan (access), dan integritas 

(integrity). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu 

penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke 

pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi para pihak dengan 

aparatur pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan 

informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.
14

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 

Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin dikukuhkan 

dengan dikeluarkannya PERMA NO.7 Tahun 2022 yang mengatur khusus 

badan peradilan dibawah ruang lingkup Mahkamah Agung. Dengan 

adanya transisi ini tentu masyarakat diharapkan dapat beradaptasi. Namun 

bagi sebagian masyarakat yang gagap teknologi mereka merasa kesulitan 

untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Maka dari itu, disinilah 

konsep efektivitas akan diterapkan untuk menilai sejauh mana tujuan dari 

                                                             
13

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Bab 2 
14

 A. S. Pudjoharsoyo, “Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik 

(Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)” (Jakarta, 13 Agustus 2019). 
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program e-litigasi tercapai di Pengadilan Agama Pekanbaru, khususnya 

bagi masyarakat yang gagap teknologi. 

 

2) Persidangan  

a. Pengertian Persidangan 

Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar 

gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik.
15

 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persidangan 

berasal kata kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk 

membicarakan sesuatu rapat itu dihadiri oleh semua anggota; segenap 

anggota. Dalam kata persidangan sendiri terdapat tambahan kata "per" di 

awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap 

anggota untuk membicarakan sesuatu.
16

 

 

b. Prosedur dan Tata Cara Persidangan Cerai Talak (Konvesional)
17

 

1. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak 

Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat 

menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan; 

2. Tahapan Persidangan: 

                                                             
15

 Pasal 1 PERMA No. 5 Tahun 2020 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1441, h.4 
16

 Pengertian Persidangan, diakses dari : https://kbbi.web.id/sidang, Pada tanggal 01 Juni 

2023 pukul 09.55 
17

 Prosedur Persidangan, diakses dari : http://pa-cilacap.go.id/layanan 

hukum/persidangan/prosedur-persidangan.html, Pada tanggal 01 Juni 2023 pukul 10.22 

https://kbbi.web.id/sidang
http://pa-cilacap.go.id/layanan%20hukum/persidangan/prosedur-persidangan.html
http://pa-cilacap.go.id/layanan%20hukum/persidangan/prosedur-persidangan.html
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a. Upaya perdamaian, Majelis Hakim akan berusaha menasehati para 

pihak untuk berdamai. 

b. Pembacaan permohonan atau gugatan, Bila upaya damai tidak 

berhasil, Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan 

membacakan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon. 

c. Jawaban Termohon atau Tergugat, Kesempatan 

Tergugat/Termohon untuk menjawab gugatan/permohonan 

Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis. 

d. Replik Pemohon atau Penggugat, Kesempatan 

Penggugat/Pemohon untuk menanggapi jawaban 

Tergugat/Termohon, baik secara lisan maupun tertulis. 

e. Duplik Termohon atau Tergugat, Kesempatan 

Tergugat/Termohon untuk menjawab kembali tanggapan (replik) 

Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis. 

f. Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat), 

Pada tahap ini baik Penggugat/Pemohon akan dimintakan bukti 

untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/permohonannya dan 

Tergugat/Termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan 

bantahannya. 

g. Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat), 

Penggugat / Pemohon dan Tergugat/Termohon menyampaikan 

kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa. 
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h. Musyawarah Majelis, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk 

mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. 

i. Pembacaan Putusan/Penetapan, Majelis Hakim akan 

membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim. 

3. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut 

dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan 

kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau 

diberitahukan. 

4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara 

permohonan talak, Pengadilan Agama: 

a. Menetapkan hari sidang ikrar talak. 

b. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar 

talak. 

c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang 

ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di 

depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut 

dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum 

yang sama. 

5. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta 

Cerai. 

6. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai 

gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai. 
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7. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum 

tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan. 

8. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, 

kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang 

menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama 

yang memutus perkara tersebut. 

 

c. Pengertian Persidangan Elektronik E-litigasi  

Menurut PERMA No.7 Tahun 2022 yang dimaksud dengan 

Persidangan Elektronik E-litigasi adalah serangkaian proses memeriksa 

dan mengadili oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan 

teknologi informasi dan komunikasi.
18

 

Selain itu, didalam pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2022 juga 

disebutkan bahwa Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan 

Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara 

penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / 

intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, 

simpulan pengucapan, putusan / penetapan dan upaya hukum banding. 

 

 

d. Prosedur dan Ketentuan Persidangan  Perkara Cerai Talak Secara 

Elektronik (E-litigasi) 

                                                             
18

 Pasal 4 PERMA No.7 Tahun 2022 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1039, h.5 
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1) Pemanggilan secara elektronik 

Seiring pemberlakuan layanan administrasi perkara dan 

persidangan secara elektronik di pengadilan, maka proses pemanggilan 

adalah proses berperkara yang dapat dilakukan secara elektronik. 

Panggilan yang dilaksanakan secara elektronik adalah panggilan yang 

sah, selama panggilan ditujukan ke alamat domisili elektronik para 

pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-

undang.
19

 

1) Pemanggilan dalam yuridiksi 

Atas perintah Ketua Majelis, jurusita/jurusita pengganti 

melakukan panggilan secara elektronik kepada para pihak yang 

berperkara secara elektronik di pengadilan. Panggilan secara 

elektronik disampaikan kepada penggugat yang telah mendaftarkan 

perkara secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah 

menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. 

Panggilan secara elektronik dikirim melalui aplikasi e-Court ke 

domisili elektronik para pihak yang dipanggil.
20

 

2) Pemanggilan diluar yuridiksi 

Panggilan disampaikan kepada para pihak tersebut melalui 

domisili elektronik yang bersangkutan, namun panggilan itu 

ditembuskan kepada pengadilan di tempat tinggal para pihak 

                                                             
19

 Pasal 18  Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 
20

 Pasal 15 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 

Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, 

h.12. 
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tersebut melalui aplikasi e-Court. Pihak penggugat yang 

mendaftarkan perkaranya secara biasa karena tidak memiliki 

perangkat untuk mengakses domisili elektronik berupa e-Mail, 

dapat dipanggil melalui domisili elektronik berupa nomor telepon, 

demikian juga panggilan bagi pihak tergugat.
21

 

 

Adapun beberapa ketentuan lain, yaitu:
22

 

- Panggilan secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang 

telah mendaftarkan perkara secara elektronik dan tergugat atau pihak 

lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara 

elektronik. 

- Panggilan secara elektronik dikirim melalui aplikasi E-Court ke 

domisili elektronik para pihak yang dipanggil. Panggilan secara 

elektronik juga dapat disampaikan kepada para pihak yang 

berdomisili di luar yurisdiksi pengadilan yang mengadili  

- Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/ 

pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.  

- Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman 

di luar negeri dan Domisili Elektroniknya telah diketahui, dilakukan 

secara elektronik. 

                                                             
21

 Pasal 17 PERMA No.7 Tahun 2022 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1039, h.7 
22

 Pasal 15 PERMA No.7 Tahun 2022 ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1039, h.7 
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- Panggilan secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang 

telah mendaftarkan perkara secara elektronik dan tergugat atau pihak 

lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara 

elektronik. 

- Panggilan secara elektronik dikirim melalui aplikasi E-Court ke 

domisili elektronik para pihak yang dipanggil. Panggilan secara 

elektronik juga dapat disampaikan kepada para pihak yang 

berdomisili di luar yurisdiksi pengadilan yang mengadili  

- Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/ 

pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.  

- Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman 

di luar negeri dan Domisili Elektroniknya telah diketahui, dilakukan 

secara elektronik. 

 

2) Sidang pertama dilangsungkan di dalam ruang sidang pengadilan 

pada hari, tanggal, dan jam kerja yang telah ditetapkan (tahapan 

upaya damai) 

Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, Majelis 

Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika 

upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka 

Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses 

mediasi. 

Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, ketua 

majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para 
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pihak terkait persidangan secara elektronik. Persidangan secara 

elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak, setelah 

selesai proses mediasi.  

Majelis hakim menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara 

elektronik, namun apabila tergugat diwakili oleh advokat, maka 

persidangan otomatis dilakukan secara elektronik, tanpa membutuhkan 

persetujuan tergugat prinsipal. Jika kuasa hukum tergugat belum 

terdaftar sebagai pengguna terdaftar, maka majelis hakim menskors 

sidang dan mengarahkannya untuk mendaftarkan akun sebagai 

pengguna terdaftar ke meja e-Court, demikian juga bagi tergugat 

prinsipal yang setuju beracara secara elektronik. Setelah skors sidang 

dicabut, majelis hakim memastikan bahwa akun tergugat sudah dapat 

digunakan untuk beracara secara elektronik
23

 

Pada agenda persidangan pertama majelis hakim mengupayakan 

kedua belah pihak untuk berdamai. Jika tidak tercapai kesepakatan 

damai oleh kedua belah pihak maka majelis hakim memerintahkan 

kedua belah pihak untu mengikuti tahap mediasi yang dilakukan oleh 

pihak ketiga (mediator). Selanjutnya persidangan akan ditunda oleh 

majelis hakim untuk menyelesaikan proses mediasi. Kemudian, hasil 

mediasi akan dilaporkan pada persidangan berikutnya.
24
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Adapun beberapa ketentuan lainnya yaitu : 

- Jika Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, 

salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, 

duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui 

PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke 

dalam SIP. 

- Jika Tergugat diwakili oleh pengguna terdaftar, persidangan 

dilaksanakan secara elektronik 

- Jika Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak 

hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara 

diputus secara verstek. 

- Pemberitahuan putusan kepada Tergugat), dilakukan melalui Surat 

Tercatat. 

 

3) Hakim menetapkan jadwal persidangan (court calendar) 

Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui 

SIPP terintegrasi dengan E-Court, sehingga para pihak dapat 

mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui E-Court 

 

4) Para pihak melakukan jawab-menjawab secara elektronik (replik-

duplik) 

 

Dengan beberapa ketentuan diantaranya, yaitu: 
25
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- Para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik, 

dan duplik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah 

ditetapkan. 

- Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus dalam formal 

Pdf atau rtf/doc. 

- Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan 

agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah 

menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya, 

namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum, maka 

sidang ditunda satu kali 

- Setelah menerima dokumen elekronik yang dikirimkan oleh para 

pihak, majelis hakim memeriksa dokumen tersebut melalui e-

Court. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh majelis 

hakim tidak dapat dilihat oleh pihak lawan.  

- Setelah majelis hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka 

majelis hakim memverifikasi dokumen tersebut melalui menu yang 

telah tersedia pada e-Court. Dokumen elektronik akan terkirim 

kepada pihak lawan seiring dengan Majelis Hakim menutup serta 

menetapkan tundaan persidangan. 

- Panitera Sidang mencatat semua aktivitas pada Persidangan secara 

Elektronik dalarn berita acara sidang. 
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5) Intervensi Pihak Ketiga Secara Elektronik 

Pihak Ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap 

perkara yang sedang disidangkan secara elektronik dengan cara 

mendaftarkan permohonan perkara secara elektronik dan mengikuti 

pemeriksaan Persidangan secara Elektronik.
26

 

Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik 

sesuai dengan ketentuan hukum acara. Gugatan intervensi serta 

tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan secara 

elektronik. Ketua Majelis mengeluarkan penetapan yang menolak atau 

menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam 

perkara tersebut. Atas penetapan demikian, tidak dapat dilakukan upaya 

hukum.
27

 

 

6) Persidangan tahap pembuktian secara elektronik  

Tahap pembuktian dalam persidangan meliputi pengajuan bukti-

bukti tertulis, saksi, dll oleh pihak yang berperkara. Kemudian bukti-

bukti akan diperiksa oleh majelis hakim. Adapun beberapa ketentuan 

mengenai persidangan tahap pembuktian secara elektronik, yaitu:
28
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- Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para 

pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah 

bermeterai ke SIP. 

- Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik 

menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya 

diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.  

- Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau 

ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media 

komunikasi audiovisual yang digunakan memungkinkan semua 

pihak saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi 

dalam persidangan.
29

 

- Persidangan  dilaksanakan dengan prasarana pada Pengadilan. 

- Segala biaya yang timbul dari persidangan dibebankan kepada 

pihak yang mengajukan saksi dan atau ahli. 

 

7) Para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik 

 

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik 

melalui E-Court. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti 

dokumen tersebut, maka Majelis Hakim melakukan verifikasi atas 

dokumen melalui menu yang telah tersedia pada E-Court. Dokumen 
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kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika Ketua Majelis 

menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.
30

 

 

8) Hakim membaca putusan secara elektronik 

Beberapa ketentuan mengenai tahapan pembacaan putusan oleh 

hakim adalah sebagai berikut: 
31

 

- Putusan/penetapan ditandatangani dengan menggunakan Tanda 

Tangan Manual oleh Majelis Hakim atau Hakim dan Panitera 

Sidang. 

- Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara 

elektronik pada jaringan internet publik, 

- Pengucapan putusan/penetapan dilakukan dengan mengunggah 

salinan putusan/penetapan ke dalam SIP dengan format pdf. 

- Putusan/penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik 

- dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan 

putusan/penetapan melalui aplikasi E-Court pada jaringan internet 

publik, secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka 

untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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- Pengucapan dan pengunggahan salinan pulusan/penetapan 

dilakukan pada Hari dan tanggal yang sama. 

- Salinan putusan/penetapan elektronik memiliki kekuatan dan akibat 

hukum yang sah.  

- Pada Hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, 

Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada 

SIP. 

- Pemberitahuan putusan/penetapan terhadap Tergugat yang tidak 

menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui Surat 

Tercatat. 

 

9) Upaya hukum secara elektronik 

Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat 

mengajukan upaya hukum secara elektronik. Upaya hukum diajukan 

dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua 

tahapan penanganan terhadap upaya hukum yang dilakukan secara 

elektronik, juga diproses secara elektronik, meliputi penerbitan akta 

pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, 

penyerahan memori banding/kasasi/PK, penyerahan kontra memori 

banding/kasasi/PK, inzage, pengiriman Bundel A dan B, serta 
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pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK, paling lambat 14 (empat belas) 

hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.
32

 

 

d. Dasar Hukum Talak dan Hukum Ikrar Talak Melalui Zoom 

Talak merupakan salah ucapan suami yang dapat memutus 

ikatan perkawinan. Adapun dasar hukum talak salah satunya 

terdapat dalam Q.S. at-Talaq : 1, yang berbunyi : 

                  

                   

                        

                      

        

 

Artinya: 

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu 

maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, 

serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu 

keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar 

kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah 

hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum 

Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 

sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah 
mengadakan suatu ketentuan yang baru." 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya konsekuensi dari 

jatuhnya talak yaitu adanya masa iddah yang harus dihadapi bagi 

istri yang ditalak. Kemudian hendaklah ketika menjatuhkan talak 

dalam keadaan ketika istri suci. Sehingga istri dapat menjalankan 

iddahnya secara wajar. Kalimat talak yang dikeluarkan suami 

adalah kalimat serius yang tidak dapat dijadikan bahan gurauan, 

sebagaimana yang terdapat dalam hadist Rasulullah SAW, yang 

berbunyi : 

جْعَةُ  انزَّ َٔ انطَّلاَقُ  َٔ ٍَّ جِدٌّ انُِّكَاحُ  ْزَْنُُٓ َٔ ٍَّ جِدٌّ  ُْ  ثلَاَثٌ جِدُّ

Artinya : 

“Ada 3 hal yang seriusnya serius, dan bercandanya 

dianggap serius, yaitu : nikah, cerai, dan rujuk”. 

(HR. Abu Dawud,  Tirmidzi, dan Ibnu Majah). 
33

 

 

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kalimat talak 

merupakan kalimat yang sangat serius yang apabila diucapkan 

menimbulkan banyak konsekuensi hukum seperti adanya iddah, 

dll. Maka dari itu suami harus berhati-hati dalam mengucapkan 

kalimat talak, karena kalimat talak bukanlah suatu hal yang 

dianggap gurauan. 

                                                             
33

 Masykurotus Syarifah, Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli 

dan Kompilasi Hukum Islam, dalam Jurnal The Indonesian Journal of Islamic Law and 

Civil Law Vol. 3, (2022), h. 115 



33 

 

 
 

Dengan adanya kemajuan teknologi menyebabkan sidang 

ikrar talak dapat dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom. 

Sidang ikrar talak secara virtual melalui zoom dilakukan apabila 

kedua belah pihak berada pada jarak yang jauh sehingga tidak 

memungkinkan untuk dilakukannya persidangan tatap muka secara 

lan. Jumhur ulama sepakat bahwa talak yang dijatuhkan melalui 

zoom hukumnya adalah jatuh. Hal ini dianalogikan sebagai 

jatuhnya talak melalui verbal (lisan). Dimana dalam persidangan 

ikrar talak melalui aplikasi zoom kedua belah pihak bertatap 

langsung secara virtual sehingga istri dapat melihat secara 

langsung ikrar talak yang diucapkan oleh suami secara lisan 

dihadapan hakim. 
34

 

e. Manfaat E-Litigasi Bagi Pihak yang Berperkara 

Dengan adanya proses persidangan secara elektronik (e-litigasi) 

tentunya mendatangkan kemudahan bagi masyarakat. Diantara manfaat 

proses persidangan secara elektronik (e-litigasi) bagi masyarakat yaitu: 

- Jadwal dan agenda persidangan lebih pasti 

- Dokumen jawaban replik, duplik, dan kesimpulan dikirim seara 

elektronik sehingga para pihak tidak perlu ke pengadilan. 

- Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan diperbolehkan 

menggunakan tanda tangan digital 

- Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference 
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- Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus didatangi para 

pihak 

- Salinan putusan dikirim secara elektronik dan mempunyai kekuatan 

hukum yang sama dengan salinan fisik  

- Suasana pengadilan menjadi lebih kondusif, aman, dan tertib. 

- Penerapan e-Litigasi ini terbukti dapat mempercepat proses 

penyelesaian perkara di pengadilan dan dapat meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga dapat 

menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap 

lembaga peradilan.
35

 

Selain manfaat, penerapan e-Litigasi juga merupakan mordernisasi 

di bidang litigasi, yakni dengan menerapkan teknologi informasi untuk 

menjajaki ruang persidangan yang mempunyai manfaat antara lain :
36

 

- Eliminating yaitu Penghilangan proses-proses yang tidak perlu 

- Simplifying yaitu Penyederhanaan proses-proses yang ada 

- Integrating yaitu Penggabungan proses-proses ke dalam sebuah alur 

proses 

- Automating yaitu Perubahan proses manual menjadi otomatis dengan 

memanfaatkan komputer. 
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3) Dampak Teknologi Dalam Kehidupan Masyarakat 

Dampak dari globalisasi tersebut membawa berdampak positif dan 

negatif pada suatu negara. Teknologi informasi saat ini telah 

memutuskan faktor jarak dalam berkomunikasi, hal ini dapat dilihat 

dengan adanya internet yang setiap saat, kapan dan dimana saja dapat 

mengakses informasi dari belahan dunia manapun. Dengan adanya 

globalisasi yang tidak terelakkan ini, mau tidak mau menimbulkan 

persaingan antar bangsa sehingga menuntut adanya pengembangan 

kualitas sumber daya manusia.
37

 

 

a. Dalil Pelaksanaan Persidangan secara Elektronik 

Ada beberapa kaidah fiqh yang dapat dikaitakan dengan 

pelaksanaan persidangan secara elektronik, yaitu : 

Kaidah pertama : 

 انيَشَقَّةُ  تَجنِْبُ انتٍَّسٍِزَ

Artinya: 

  “Kesulitan mendatangkan kemudahan” 
38

 

Relevansi kaidah tersebut dengan penyelenggaran persidangan dan 

administrasi perkara secara elektronik yaitu dengan adanya persidangan 

elektronik menolak berbagai kemudharatan dan mendatangkan berbagai 
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maslahat khususnya bagi pihak yang berperkara. Diantara kemaslahtan 

tersebut yaitu dapat mengehemat waktu tenaga, dan biaya. Sehingga 

terwujudnya peradilan yang cepat, murah, dan biaya ringan. 

Kaidah kedua : 

صْهحََةِ  ًَ طٌ بِانْ ْٕ اعٍَِّةِ يَُُ يَاوِ عَهىَ انزَّ فُ الِْْ   تَصَزُّ

Artinya : 

 "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah”
39

 

Adapun relevansi kaidah kedua dengan pelaksanaan administrasi 

perkara dan proses persidangan elektronik adalah kebijakan pemerintah 

yang dikeluarkan melalui peraturan perundang-undangan yang berbentuk 

PERMA No.7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan pelaksanaan 

persidangansecara elektronik merupakan suatu bentuk transformasi dari 

peradilan secara konvesional menuju era digital karena dianggap lebih 

membawa kemaslahatan bagi masyarakat khususnya bagi pihak yang 

berperkara yang tidak perlu bolak-balik menghadiri persidangan secara 

langsung di pengadilan karena persidangan dapat dilakukan secara virtual 

cukup hanya dengan mengupload beberapa dokumen persidangan. Selain itu 

persidangan secara elektronik sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi 

perkara yang lebih modern, transparan, dan akuntabilitas 
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b. Dampak Positif Perkembangan Teknologi
40

 

1. Lebih Mudah Mengakses Informasi 

Kemajuan IPTEK memberikan banyak dampak positif, salah 

satunya kemudahan dalam mengakses informasi, hal ini tentunya 

dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi yang 

dibutukan kapan pun dan dimanapun  hanya dengan menggunakan 

gadget yang dimiliki. 

2. Mempermudah Komunikasi 

Dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi dapat lebih cepat 

dilakukan tanpa memandang waku dan jarak sehingga lebih efektif 

dan efisien. 

3. Media Pembelajaran 

Salah satu manfaat dari adanya kemajuan IPTEK yaitu 

berkembangnya media pembelajaran menjadi lebih menarik bagi 

para siswa. Sekarang media pembelajaran tidak hanya melaui buku 

saja tapi bisa juga melalui video, aplikasi, suara, dll. Dengan adanya 

perkembangan media pembelajaran ini tentunya akan semakin 

menarik minat belajar bagi para siswa 

4. Mempercepat proses produksi dan pelayanan 

Berkat adanya kemajuan teknologi proses produksi menjadi lebih 

cepat dan efisien sehingga dapat memajukan sektor ekonomi. Selain 

itu juga perkembangan teknologi dapat memudahkan pelayananan di 

                                                             
40

 Amirul Nisa, 10 Dampak Negatif dan Positif dari Perkembangan IPTEK dalam Bidang 

Pendidikan, diakses dari : https://bobo.grid.id/read/083658248/10-dampak-negatif-dan-positif-

dari-perkembangan-iptek-dalam-bidang-pendidikan, pada tanggal 04 Juni 2023 pukul 11.42 

https://bobo.grid.id/read/083658248/10-dampak-negatif-dan-positif-dari-perkembangan-iptek-dalam-bidang-pendidikan
https://bobo.grid.id/read/083658248/10-dampak-negatif-dan-positif-dari-perkembangan-iptek-dalam-bidang-pendidikan


38 

 

 
 

bidang jasa, khususnya dalam bidang pelayanan publik bagi 

masyarakat. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait dengan 

pelayanan publik melalui berbagai website maupun aplikasi yang 

telah disediakan oleh pemerintah. 

5. Media diskusi 

Salah satu manfaat dari adanya perkembangan teknologi yaitu 

berkembangnya media diskusi. Sehingga saat ini, orang-orang dapat 

bertukar pikiran dari jarak jauh melalui berbagai platform yang 

tersedia yang dapat diakses dengan menggunakan internet. Bahkan 

saat ini banyak bermunculan komunitas-komunitas online yang 

berisi orang-orang yang memiliki kegemaran yang sama dan mereka 

saling berbagi pengalamannya secara online contohnya melalui 

facebook, twitter, kaskus, dll. 

 

c. Dampak Negatif Perkembangan Teknologi 

Selain dampak positif, teknologi juga membawa dampak negatif 

dalam kehidupan masyarakat, adapun dampak negatif perkembangan 

teknologi bagi kehidupan masyarakat, yaitu : 

1. Penggunaan ponsel berlebihan 

Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi yaitu 

penggunaan ponsel secara berlebihan yang dapat merusak kesehatan. 

Selain itu, penggunaan ponsel secara berlebihan juga menurunkan 

tingkat konsentrasi contohnya meningkatnya kecelakaan lalu lintas 

akibat penggunan ponsel saat berkendara. 
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2. Tumbuhnya budaya instan 

Perkembangan teknologi dapat memudahkan pekerjaan manusia 

dengan cepat sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Hal inilah 

yang menyebabkan masyarakat menjadi terbiasa dengan segala 

sesuatu yang serba cepat dan instan, sehingga banyak dari masyarakat 

yang menjadi gegabah (tidak sabar) dan tidak lagi menghargai sebuah 

proses yang didapat dari suatu pengalaman. 

3. Kurangnya interaksi 

Dengan adanya perkembangan teknologi menyebabkan 

kurangnya intensitas masyarakat dalam berinteraksi dan 

bersosialisasi. Masyarakat lebih memilih untuk bersosialisasi 

melalui media sosial karena dinilai lebih mudah, cepat, dan hemat 

waktu. 

4. Kejahatan internet 

Maraknya kejahatan internet yang disebabkan akibat 

perkembangan teknologi diantaranya yaitu meningkatnya penipuan 

internet (phising), konten pornografi, cyber bullying. Sehingga 

masyarakat harus meningkatkan kewaspadaannya dalam 

penggunaan internet agar terhindar dari cyber crime. 

5. Pengaruh budaya asing 

Perkembangan teknologi juga membawa pengaruh buruk bagi 

masyarakat salah satunya yaitu berkembangnya budaya asing yang 

tidak sesuai dengan nilai luhur. Contohnya yaitu berkembangnya 
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pengaruh westernisasi yang bertolak belakang dengan nilai dan 

norma kesopanan yang dipegang masyarakat. Sehingga masyarakat 

harus dapat melakukan filter terhadap dirinya agar terhindar dari 

pengaruh buruk budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai luhur. 

 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tinjauan penelitian terdahulu bertujuan sebagai tolak ukur penulis dalam 

merumuskan penelitian. Selain itu juga sebagai pedoman dan bahan 

perbandingan penelitian. Untuk menghindari terjadinya kesamaan maka 

penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai sumber relevan 

dalam penyusunan proposal ini. Sampai saat ini, belum ditemukan tulisan 

yang mengulas secara mendetail tentang “Efektivitas Proses Persidangan 

Elektronik Bagi Masyarakat Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Pekanbaru 

Berdasarkan PERMA NO. 7 Tahun 2022” secara mendetail walaupun sudah 

banyak karya tulis yang membahas tentang persidangan elektronik (e-

litigasi). Adapun penelitian yang menjadi rujukan, yaitu : 

1. Skripsi karya Muhammad Taufiq Farhan dari prodi Hukum Keluarga 

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau Tahun 2021 dengan 

judul : “Tinjauan Yuridis Persidangan Elektronik Atau E-Litigasi Pada 

Peradilan Agama Pekanbaru Kelas I-A Yang Diatur Oleh Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019” dalam penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa impelementasi persidangan elektronik 

berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan agama 

Pekanbaru terbagi kedalam 3 tahapan, yaitu : 1) tahap pra persidangan, 
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yang meliputi: penetapan nomor perkara, penetapan majelis hakim, 

penetapan panitera pengganti, penunjukan jurusita, penetapan hari 

sidang, pemanggilan sidang, dll, 2) tahap persidangan, meliputi : 

mediasi, replik duplik, pembuktian, kesimpulan, dll, 3) tahap pasca 

persidangan, diantaranya yaitu : salinan putusan / penetapan, penerbitan 

akta cerai, dll.  

Persamaan penelitian Muhammad Taufiq Farhan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis yaitu adalah sama-sama mengulas proses persidangan 

secara elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan aturan 

perundang-undangan yang berlaku. Adapun perbedaannya penulis lebih 

menekankan pada tingkat keefetktifan pelaksanaan persidangan 

elektronik bagi pihak yang berperkara (cerai talak) tahun 2022 di 

Pengadilan Agama Pekanbaru. Selain itu dasar hukum yang penulis 

gunakan merupakan pembaruan dari peraturan perundang-undangan 

sebelumnya yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan 

Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan 

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam penelitian ini 

penulisan juga akan membahas efektivitas persidangan elektronik bagi 

masyarakat ditinjau dari segi hukum islam. 

2. Skripsi karya Yuni Novita Sari dari prodi Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2021 

dengan judul: “Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi Di Pengadilan Agama 

Medan Kelas I A Dalam Rangka Mewujudkan Asas Kemudahan Dalam 
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Beracara” dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan elitigasi di pengadilan agama medan sudah cukup efektif 

meskipun ada beberapa kendala, seperti keterlambatan para pihak dalam 

mengupload dokumen dengan alasan yang dapat diterima sehingga 

kurang mempercepat waktu persidangan dan asas cepat belum 

terwujudkan. 

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian karya Yuni Novita Sari 

yaitu sama-sama membahas tingkat keefektifan proses persidangan 

elektronik di pengadilan agama. Adapun yang menjadi perbedaannya 

adalah objek penelitian penulis lebih menekankan pada tingkat 

keefektifan proses persidangan elektronik bagi pihak berperkara (cerai 

talak) khususnya yang gagap teknologi tahun 20222022 yang berlokasi di 

Pengadilan Agama Pekanbaru. Selain itu penulis juga akan membahas 

tinjauan hukum islam terhadap efektivitas dari pelaksanaan e-litigasi bagi 

masyarakat di Pengadilan Agama Pekanbaru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 

lapangan (field research) yaitu  penelitian yang dilakukan di suatu tempat 

atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang 

terjadi di tempat tersebut
41

. Dengan tujuan mendapatkan data spesifik yang 

relevan dengan topik permasalahan.  

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

kualitatif yang bertujuan mencari suatu fenomena dalam suatu kategori, 

kemudian meneliti fenomena tersebut dengan menggunakan data yang 

ditemukan di lapangan, menemukan sebab dan akibat, selanjutnya 

mengklasifikasikan gejala yang mempunyai karakter yang sama sehingga 

mengelompok sampai membentuk sebuah teori tanpa menggunakan 

prosedur analisis statistik. 
42

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I-

A. Lokasi ini dipilih karena dapat dijangkau oleh penulis sehingga 

memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan bahan penelitian. 

 

                                                             
41

 Abdurahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2006), h. 96. 
42

 Ahmad fauzi, Metodologi Penelitian, (Banyumas : CV. Pena Persada, 2022), h. 17 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti proses 

persidangan elektronik pada tahun 2022 di Pengadilan Agama 

Pekanbaru Kelas I-A 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah tingkat keefektifan proses persidangan 

elektronik bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama 

Pekanbaru berdasarkan perma no. 7 tahun 2022 

 

D. Populasi dan Sampel 

Menurut Djarwanto dalam Iskandar, Populasi merupakan skor 

keseluruhan dari individu yang karakteristiknya hendak diteliti dan satuan-

satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orangorang, 

institusi-institusi, benda-benda, sedangankan sampel adalah sebagian kecil 

dari populasi yang akan diteliti sehingga mewakili populasi. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah purposive sampling 

dimana penulis menetapkan penilaian sendiri terhadap sampel diantara 

populasi yang dipilih. Penilaian yang diambil tentunya harus sesuai 

dengan  topik penelitian.
43

  

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 37 perkara yang 

didaftarkan secara e-court pada tahun 2022. Sedangkan sampel dalam 
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 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : KBM Indonesia, 2021), h. 

34 
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penelitian ini adalah sebanyak 17 perkara cerai talak persidangan secara 

elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru selama tahun 2022 

 

E. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslinya atau tanpa perantara misalnya narasumber atau 

informant
44

. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini 

adalah data yang didapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian 

yaitu Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I-A 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain. Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang 

diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber 

yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, dan 

statistik.
45

 

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini 

adalah dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta 

sumber lain yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung 

yang relevan dengan topik permasalahan. 

 

                                                             
44

 Eko Murdiyanto, Penelitian Kualitatif, (Teori dan Aplikasi Disertai dengan Contoh 

Proposal), (Yogyakarta : Yogyakarta Press, 2020), h. 53  
45

 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 

(Solo: Cakra Books, 2014), h. 112 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis 

menerapkan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu: 

1) Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan 

data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan dari wawancara 

adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau 

tidak dapat diperoleh dengan alat lain. 
46

  

Adapun jenis wawancara yang digunakan penulis adalah 

wawancara semiterstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih 

bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat, dan ide-idenya. Peneliti harus mendengarkan secara teliti 

dan mencatat apa yang dikemukakan informan.
47

  

2) Dokumentasi 

Gottschalk (1950) menyatakan bahwa dokumen 

(dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap 

proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik 
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 Eko Murdiyanto, Penelitian Kualitatif, (Teori dan Aplikasi Disertai dengan Contoh 

Proposal), (Yogyakarta : Yogyakarta Press, 2020), h. 59 
47

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung: CV Alfabeta, 2016), h.73-74. 
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itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologi.
48

 Teknik 

dokumentasi yang dilakukan penulis adalah dengan 

mengumpulkan berbagai dokumen berisi data yang berhubungan 

dengan proses persidangan elektronik bagi pihak yang berperkara 

di Pengadilan Agama Pekanbaru 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Data merupakan teknik atau cara untuk mengubah 

data menjadi informasi sehingga membentuk data yang punya karakter 

sehingga data yang dihasilkan lebih mudah di pahami dan diolah sehingga 

bisa digunakan untuk menemukan solusi dari masalah-masalah 

penelitian
49

. 

Adapun langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan analisis 

data, yaitu:
50

 

1) Pengumpulan data 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan 

cara mengumpulkan berbagai sumber data seperti dokumen, buku, 

peraturan perundang-undangan, hasil wawancara, observasi, dll 

yang berhubungan dengan proses persidangan elektronik bagi 

masyarakat gagap teknologi di pengadilan agama pekanbaru. 

Selain itu penulis juga memeriksa keabsahan dari data yang 
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dikumpulkan untuk menjaga dan memastikan kredibilitas data 

yang diambil. 

2) Reduksi data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Adapun 

reduksi data yang dilakukan penulis adalah dengan meringkas dan 

memilah data yang telah dikumpulkan dengan tujuan validasi data 

3) Penyajian data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan 

informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang 

berhasil direduksi kemudian akan disusun oleh penulis dalam 

bentuk narasi. 

4) Penarikan kesimpulan 

Setelah data disajikan oleh penulis dalam bentuk narasi, 

langkah terakhir yang dilkakukan adalah menarik kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan ini dilakukan berdasarkan data yang telah 

disajikan. Dalam tahap ini penulis sekaligus melakukan verifikasi 

data dengan cara melakukan tinjauan ulang dan pemikiran kembali 

terhadap penelitian.  
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H. Sistematika Penulisan 

Penyajian penelitian disajikan oleh penulis secara runtut dan 

lengkap. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan dan 

pemahaman terhadap materi yang dibahas. Sistematika penulisan ini juga 

sebagai gambaran umum mengenai susunan penelitian. Adapun 

sistematika   dalam penelitian ini, yaitu: 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar 

belakang yang menjadi pokok permasalahan dan 

alasan penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan topik permasalahan ini. Selain itu pada bab 

ini juga terdapat batasan masalah yang hanya 

membatasi permasalahan pada pelaksanaan proses 

persidangan elektronik bagi pihak yang berperkara 

tahun 2022 di pengadilan agama pekanbaru. Dalam 

bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian  

BAB II    : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini yang akan dibahas adalah mengenai 

pengertian efektivitas, Konsep efektivitas dalam 

pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama 

Pekanbaru bagi pihak yang berperkara, pengertian 
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persidangan secara umum, prosedur dan tata cara 

persidangan (konvensional), pengertian e-litigasi, 

prosedur dan ketentuan persidangan secara 

elektronik (e-litigasi), manfaat e-litigasi bagi pihak 

yang berperkara dampak teknologi dalam 

kehidupan masyarakat 

BAB III    : METODE PENELITIAN 

Adapun yang akan dibahas pada bab ini adalah 

mengenai metode penelitian yang terdiri dari : jenis 

penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek 

penelitian, populasi dan sampel, sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan 

sistematika penulisan 

BAB IV   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas tentang bagaimana 

pelaksanaan proses persidangan elektronik (e-

litigasi) bagi pihak yang berperkara (cerai talak) 

tahun 2022 di Pengadilan Agama Pekanbaru 

berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022 dan 

tinjauan hukum islam terhadap efektivitas proses 

persidangan elektronik (e-litigasi) bagi pihak yang 

berperkara di pengadilan agama pekanbaru. 
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BAB V   : PENUTUP 

Bab ini sebagai penutup yang akan berisi 

kesimpulan dan saran penulis terhadap penelitian 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian, pengkajian, serta menganalisa mengenai 

efektivitas pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru 

bagi pihak yang berperkara tahun 2022 berdasarkan PERMA No. 7 tahun 2022, 

maka dapat disimpulkan mengenai gambaran secara singkat dari skripsi yang telah 

disusun oleh penulis, sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru 

khususnya pada Tahun 2022 secara umum sudah berjalan cukup efektif sesuai 

dengan aturan PERMA No. 7 Tahun 2022. Meskipun terdapat beberapa 

permasalahan dalam pelaksanaanya, diantaranya yaitu : kurang meratanya 

pengetahuan pihak yang berperkara tentang prosedur pelaksanaan pesidangan 

elektronik, sistem e-court yang terkadang bermasalah, kurangnya loket dan 

petugas pelayanan e-court sehingga para pihak terkadang harus mengantri 

cukup lama, banyaknya pihak berperkara yang sering absen dari panggilan 

sidang melalui e-mail karena banyak pihak berperkara yang mendaftarkan e-

court dengan akun e-mail milik saudara atau tetangganya sehingga 

pemberitahuan panggilan sidang tidak tersampaikan secara langsung, 

kurangnya tenaga hakim khususnya hakim muda di Pengadilan Agama 

Pekanbaru agar pelayanan lebih maksimal dan cepat beradaptasi dengan 

teknologi. Semua permasalahan tersebut harus segera diatasi untuk 
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menyempurnakan pelayanan dalam pelaksanaan persidangan elektronik di 

Pengadilan Agama Pekanbaru.  Adapun tujuan dari dilaksanakannya 

persidangan secara elektronik ini adalah agar terwujudnya prinsip 

terselenggaranya peradilan cepat, murah, dan biaya ringan sebagaimana yang 

tercantum dalam pasal  2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 

Sehingga masyarakat dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam 

beracara di Pengadilan Agama. 

 

2. Adapun tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan persidangan elektronik 

adalah boleh (mubah) karena merupakan suatu bentuk modernisasi akibat 

kemajuan teknologi. Ketika mahkamah agung mengeluarkan kebijakan 

PERMA No.7 Tahun 2022 yang menjadi pertimbangan utama adalah 

kemaslahatan bagi umat manusia. Karena terbukti dengan adanya persidangan 

elektronik ini pihak yang berperkara menjadi lebih terbantu agar dapat 

berperkara secara cepat dan biaya murah tanpa perlu datang ke persidangan 

secara langsung. Islam sendiri merupakan agama yang selalu memberikan 

kemudahan bagi umat manusia, dan selalu mensyari‟atkan untuk menghindari 

kesulitan selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah swt. 

 

  



122 

 

 
 

B. Saran 

Adapun saran yang perlu diperhatikan menurut penulis, yaitu: 

1. Bagi Pengadilan Agama Pekanbaru perlu meningkatan pelayanan bagi pihak 

yang berperkara baik dalam proses administrasi perkara maupun dalam proses 

persidangan secara elektronik. Selain itu permasalahan selama pelaksanaan 

persidangan elektronik harus segera diatasi agar pelayanan lebih maksimal. 

 

2. Sebagai masyarakat modern, sudah seharusnya kita melek dengan 

perkembangan teknologi dan meningkatkan pengetahuan tentang kemajuan 

teknologi agar tidak ketinggalan zaman, serta dapat menikmati manfaat dari 

perkembangan teknologi secara maksimal. 
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Gambar 5 : Wawancara penulis dengan Narasumber Bapak Drs. M. Nasir, M.H yang 

menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama Pekanbaru 

 

 

 



 
 

 
 

 

Gambar 5 : Foto bersama penulis dengan narasumber Bapak Drs. M. Nasir, M.H  yang 

menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

DAFTAR WAWANCARA 

1. Apakah sudah banyak Pihak berperkara yang mengetahui tentang prosedur 

pelaksanaan persidangan elektronik khususnya elitigasi di Pengadilan 

Agama Pekanbaru? 

2. Apakah Pengadilan Agama Pekanbaru sudah pernah melakukan sosialisasi 

mengenai tata cara berperkara melalui persidangan secara elektronik di 

Pengadilan Agama Pekanbaru? 

3. Persidangan elektronik sendiri ada yang secara elitigasi dan video 

telekonfrensi. Apakah perbedaannya? 

4. Apakah Pengadilan Agama Pekanbaru sudah pernah melaksanakan 

persidangan elektronik dengan cara video telekonfrensi melalui aplikasi 

Zoom, google meet, dll? 

5. Bagaimana cara menghadapi kendala / hambatan saat melakukan 

persidangan elektronik dengan video telekonfrensi (persidangan jarak 

jauh), seperti kendala tidak ada jaringan, perangkat yang tidak memadai, 

dll? 

6. Apakah ada ketentuan tertentu agar suatu perkara dapat diselenggarakan 

persidangan secara elektronik? 

7. Berdasarkan PERMA NO.1 tahun 2019 persidangan elektronik baru dapat 

diselenggarakan hanya atas persetujuan pihak pengguggat dan tergugat. 

Jika pihak tergugat tidak setuju / tidak hadir maka persidangan elektronik 

tidak dapat dilaksanakan. Prinsip ini kemudian diubah dalam PERMA NO. 

7 Tahun 2022. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa 



 
 

 
 

“Persidangan secara elektronik dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan 

secara elektronik”. Dengan demikian meskipun tergugat tidak setuju 

majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara elektronik. Lalu 

bagaimana dengan prosedur persidangan tersebut jika tergugat tidak setuju 

untuk melaksanakan proses persidangan secara elektronik? 

8. Bagaimana pelaksanaan elitigasi Pengadilan Agama Pekanbaru bagi pihak 

berperkara yang gagap teknologi? 

9. Menurut Bapak apa saja kelebihan dari persidangan secara elektronik? 

10. Apa saja tantangan, hambatan, dan kelemahan dalam pelaksanaan elitigasi 

di Pengadilan Agama Pekanbaru? 

11. Apakah menurut anda proses pendaftaran perkara melalui e-court  mudah 

dimengerti oleh para pihak yang berperkara? 

12. Pemanggilan para pihak sudah dilakukan secara elektronik (e-summons), 

lalu apakah jurusita masih melakukan pemanggilan secara manual?  

13. Berapa lama biasanya proses persidangan secara elektronik dibandingkan 

dengan proses persidangan secara konvensional? 

14. Menurut Bapak / Ibu apakah sejauh ini pelaksanaan elitigasi di Pengadilan 

Agama Pekanbaru sudah efektif? Berapa kira-kira presentase tingkat 

keefektifan dari pelaksanaan persidangan secara elektronik tersebut? 

15. Kedepannya apa yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaan elitigasi di 

Pengadilan Agama Pekanbaru menjadi lebih efektif? 

Data Perkara Persidangan Elektronik (e-litigasi)  

 di Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Tahun 2022 



 
 

 
 

No. Nomor Perkara Jenis Perkara Tanggal Putus Keterangan 

Pakai 
Pengacara 

P T 

1 93/Pdt.G/2022/PA.Pbr Penguasaan anak 07/03/2022 Dikabulkan   
2 105/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 22/02/2022 Dikabulkan   
3 183/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 15/03/2022 Dikabulkan/tdk jd ikrar   
4 35/Pdt.G/2022/PA.Pbr CG 09/03/2022 Tidak dapat diterima   
5 137/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 01/03/2022 Dikabulkan   
6 243/Pdt.G/2022/PA.Pbr CG 24/03/2022 Dikabulkan   
7 380/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 12/04/2022 Dikabulkan   
8 367/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 17/05/2022 Dikabulkan   
9 510/Pdt.G/2022/PA.Pbr CG 12/04/2022 Dikabulkan   

10 533/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 21/04/2022 Dikabulkan -  
11 604/Pdt.G/2022/PA.Pbr CG 27/04/2022 Dikabulkan  - 

12 659/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 06/06/2022 Dikabulkan   
13 720/Pdt.G/2022/PA.Pbr CG 23/06/2022 Dikabulkan   
14 757/Pdt.G/2022/PA.Pbr CG 16/06/2022 Dikabulkan   
15 778/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 28/06/2022 Dikabulkan   
16 812/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 04/07/2022 Dikabulkan   
17 834/Pdt.G/2022/PA.Pbr CG 07/07/2022 Dikabulkan/kasasi   
18 870/Pdt.G/2022/PA.Pbr CG 14/07/2022 Dikabulkan   
19 932/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 27/07/2022 Tidak dapat diterima   
20 988/Pdt.G/2022/PA.Pbr Penguasaan anak 04-08-2022 Tidak dapat diterima   
21 1008/Pdt.G/2022/PA.Pbr CG 25/07/2022 Dikabulkan   
22 1005/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 25/07/2022 Dikabulkan   
23 1070/Pdt.G/2022/PA.Pbr CG 27/07/2022 Dikabulkan   
24 1166/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 05-09-2022 Dikabulkan   
25 1527/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 27-09-2022 Dikabulkan -  
26 1537/Pdt.G/2022/PA.Pbr HB 10-10-2022 Dikabulkan   
27 1626/Pdt.G/2022/PA.Pbr Pembatan PAW 29-11-2022 Dikabulkan  - 

28 1292/Pdt.G/2022/PA.Pbr Ekonomi Syariah 09-11-2022 ditolak/kasasi   
29 1683/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 09-11-2022 kabulkan/blm melapor    
30 1294/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 07-11-2022 dikabulkan/kasasi   
31 1755/Pdt.G/2022/PA.Pbr HB 03-01-2023 dikabulkan/kasasi  - 

32 1664/Pdt.G/2022/PA.Pbr MW 08-12-2022 dikabulkan   
33 1975/Pdt.G/2022/PA.Pbr HB - -   
34 1933/Pdt.G/2022/PA.Pbr CG 13-12-2022 dikabulkan - - 

35 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 22-12-2022 dikabulkan   
36 1929/Pdt.G/2022/PA.Pbr CT 06-12-2022 dikabulkan   
37 2097/Pdt.G/2022/PA.Pbr CG 30-01-2023 ditolak   
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